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Pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 di	 Indonesia	 merupakan	 salah	 satu	 bentuk	
implementasi	 prinsip	 desentralisasi	 dalam	 sistem	 pemerintahan	
sebagaimana	 diatur	 dalam	 Undang-Undang	 Dasar	 Negara	 Republik	
Indonesia	 Tahun	 1945.	 Otonomi	 daerah	 bertujuan	 untuk	 memberikan	
kewenangan	 kepada	 pemerintah	 daerah	 dalam	 mengatur	 dan	 mengurus	
kepentingan	 masyarakat	 secara	 mandiri	 guna	 meningkatkan	 efektivitas	
pelayanan	 publik	 dan	 kesejahteraan	masyarakat.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	
untuk	menganalisis	pelaksanaan	otonomi	daerah	dalam	perspektif	Hukum	
Tata	 Negara	 serta	 mengkaji	 berbagai	 hambatan	 yang	 muncul	 dalam	
implementasinya.	 Metode	 penelitian	 yang	 digunakan	 adalah	 metode	
penelitian	 hukum	 normatif	 dengan	 pendekatan	 perundang-undangan	 dan	
pendekatan	konseptual.	 Sumber	data	diperoleh	melalui	 studi	 kepustakaan	
yang	 meliputi	 peraturan	 perundang-undangan,	 buku,	 jurnal	 ilmiah,	 dan	
dokumen	hukum	lainnya.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	pelaksanaan	
otonomi	daerah	telah	memberikan	dampak	positif	terhadap	pembangunan	
daerah	 dan	 peningkatan	 partisipasi	 masyarakat	 dalam	 pemerintahan.	
Namun	demikian,	masih	terdapat	berbagai	permasalahan	seperti	tumpang	
tindih	 kewenangan	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	 daerah,	 lemahnya	
pengawasan,	 serta	 tingginya	 praktik	 korupsi	 di	 daerah.	 Oleh	 karena	 itu,	
diperlukan	 penguatan	 sistem	 pengawasan,	 harmonisasi	 regulasi,	 dan	
peningkatan	kapasitas	aparatur	daerah	agar	pelaksanaan	otonomi	daerah	
dapat	berjalan	sesuai	dengan	prinsip	negara	hukum	dan	demokrasi.	
	
Kata	 Kunci:	 Otonomi	 Daerah,	 Desentralisasi,	 Hukum	 Tata	 Negara,	
Pemerintah	Daerah,	Negara	Hukum.	

	
	 	

A. PENDAHULUAN	

Indonesia	 merupakan	 negara	 kesatuan	 yang	 dalam	 sistem	 penyelenggaraan	

pemerintahannya	menganut	prinsip	desentralisasi.	Prinsip	tersebut	ditegaskan	dalam	Pasal	18	

Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	Tahun	1945	yang	memberikan	kewenangan	

kepada	 pemerintah	 daerah	 untuk	 mengatur	 dan	 mengurus	 sendiri	 urusan	 pemerintahan	

menurut	asas	otonomi	dan	tugas	pembantuan.	Penerapan	otonomi	daerah	menjadi	salah	satu	

bentuk	pelaksanaan	demokrasi	dalam	sistem	ketatanegaraan	Indonesia,	karena	memberikan	

ruang	 bagi	 daerah	 untuk	 berpartisipasi	 secara	 aktif	 dalam	 pembangunan	 nasional	 sesuai	

dengan	kebutuhan	dan	karakteristik	masing-masing	daerah.	
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Pelaksanaan	otonomi	daerah	pada	dasarnya	bertujuan	untuk	menciptakan	pemerintahan	

yang	 lebih	 efektif,	 efisien,	 dan	dekat	 dengan	masyarakat.	Dengan	 adanya	kewenangan	yang	

diberikan	 kepada	 pemerintah	 daerah,	 diharapkan	 setiap	 daerah	mampu	mengelola	 potensi	

sumber	 daya	 alam	 maupun	 sumber	 daya	 manusianya	 secara	 optimal	 guna	 meningkatkan	

kesejahteraan	 masyarakat.	 Selain	 itu,	 otonomi	 daerah	 juga	 bertujuan	 untuk	 mempercepat	

pelayanan	publik,	pemerataan	pembangunan,	serta	memperkuat	partisipasi	masyarakat	dalam	

proses	pengambilan	kebijakan	daerah.	

Penerapan	 otonomi	 daerah	 di	 Indonesia	mengalami	 perubahan	 yang	 cukup	 signifikan	

sejak	era	reformasi	tahun	1998.	Sebelum	reformasi,	sistem	pemerintahan	Indonesia	cenderung	

bersifat	 sentralistik,	 di	 mana	 sebagian	 besar	 kewenangan	 pemerintahan	 berada	 di	 tangan	

pemerintah	 pusat.	 Kondisi	 tersebut	 mengakibatkan	 daerah	 memiliki	 keterbatasan	 dalam	

mengelola	 kepentingannya	 sendiri.	 Ketimpangan	 pembangunan	 antara	 pusat	 dan	 daerah,	

rendahnya	partisipasi	masyarakat	daerah,	serta	lambatnya	pelayanan	publik	menjadi	beberapa	

persoalan	yang	muncul	akibat	sistem	pemerintahan	yang	terlalu	terpusat.	

Sebagai	 upaya	 memperbaiki	 sistem	 pemerintahan	 tersebut,	 pemerintah	 kemudian	

menerapkan	kebijakan	desentralisasi	melalui	Undang-Undang	Nomor	22	Tahun	1999	tentang	

Pemerintahan	 Daerah.	 Kebijakan	 ini	 menjadi	 tonggak	 penting	 dalam	 pelaksanaan	 otonomi	

daerah	di	 Indonesia	karena	memberikan	kewenangan	yang	 lebih	 luas	kepada	daerah	dalam	

mengatur	 urusan	 pemerintahannya.	 Seiring	 perkembangan	 waktu,	 peraturan	 tersebut	

mengalami	 beberapa	 perubahan	 hingga	 lahirnya	 Undang-Undang	 Nomor	 23	 Tahun	 2014	

tentang	 Pemerintahan	 Daerah	 yang	 berlaku	 hingga	 saat	 ini.	 Perubahan	 regulasi	 tersebut	

dilakukan	untuk	menyesuaikan	kebutuhan	pemerintahan	daerah	dan	memperjelas	pembagian	

kewenangan	antara	pemerintah	pusat	dan	pemerintah	daerah.	

Dalam	 perspektif	 Hukum	 Tata	 Negara,	 otonomi	 daerah	merupakan	 bagian	 yang	 tidak	

terpisahkan	dari	sistem	ketatanegaraan	Indonesia.	Negara	Indonesia	sebagai	negara	kesatuan	

tetap	memberikan	pengakuan	terhadap	keberadaan	pemerintah	daerah	sebagai	penyelenggara	

pemerintahan	 di	 tingkat	 lokal.	 Oleh	 karena	 itu,	 hubungan	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	

pemerintah	 daerah	 harus	 dilaksanakan	 secara	 harmonis	 agar	 tujuan	 negara	 sebagaimana	

tercantum	dalam	Pembukaan	Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	Tahun	1945	

dapat	 tercapai.	Pelaksanaan	otonomi	daerah	 juga	harus	 tetap	berada	dalam	koridor	Negara	

Kesatuan	Republik	Indonesia	dan	tidak	boleh	bertentangan	dengan	prinsip	negara	hukum	serta	

supremasi	konstitusi.	
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Selain	memberikan	dampak	positif	terhadap	pembangunan	daerah,	pelaksanaan	otonomi	

daerah	juga	membawa	berbagai	tantangan	dan	permasalahan.	Dalam	praktiknya,	masih	sering	

terjadi	 tumpang	tindih	kewenangan	antara	pemerintah	pusat	dan	pemerintah	daerah	dalam	

berbagai	 sektor	 pemerintahan.	 Kondisi	 tersebut	 menimbulkan	 ketidakjelasan	 dalam	

pelaksanaan	kebijakan	dan	sering	memicu	konflik	kewenangan	antar	lembaga	pemerintahan.	

Di	samping	itu,	lemahnya	sistem	pengawasan	terhadap	penyelenggaraan	pemerintahan	daerah	

juga	menjadi	salah	satu	faktor	yang	menyebabkan	meningkatnya	praktik	korupsi,	kolusi,	dan	

nepotisme	di	daerah.	

Permasalahan	lain	yang	juga	sering	muncul	adalah	ketimpangan	kapasitas	antar	daerah.	

Tidak	semua	daerah	memiliki	sumber	daya	manusia	yang	memadai,	kemampuan	administratif	

yang	baik,	maupun	kondisi	keuangan	yang	cukup	untuk	melaksanakan	otonomi	daerah	secara	

optimal.	Akibatnya,	terdapat	daerah	yang	mampu	berkembang	dengan	cepat,	namun	terdapat	

pula	 daerah	 yang	 masih	 mengalami	 keterbelakangan	 dalam	 pembangunan	 dan	 pelayanan	

publik.	Ketergantungan	sebagian	daerah	 terhadap	dana	 transfer	dari	pemerintah	pusat	 juga	

menunjukkan	 bahwa	 kemandirian	 daerah	 dalam	 pelaksanaan	 otonomi	 belum	 sepenuhnya	

tercapai.	

Berdasarkan	 berbagai	 persoalan	 tersebut,	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 perlu	 dikaji	

secara	 lebih	 mendalam	 dalam	 perspektif	 Hukum	 Tata	 Negara.	 Kajian	 ini	 penting	 untuk	

mengetahui	 sejauh	mana	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 telah	 sesuai	 dengan	 prinsip-prinsip	

konstitusi,	demokrasi,	dan	negara	hukum	di	Indonesia.	Selain	itu,	penelitian	ini	juga	diharapkan	

dapat	 memberikan	 pemahaman	mengenai	 berbagai	 hambatan	 dalam	 pelaksanaan	 otonomi	

daerah	 serta	 upaya	 yang	 dapat	 dilakukan	 untuk	meningkatkan	 efektivitas	 penyelenggaraan	

pemerintahan	daerah	di	Indonesia.	

1. Rumusan	Masalah	
1. Bagaimana	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 dalam	 perspektif	 Hukum	 Tata	 Negara	 di	

Indonesia?		

2. Apa	saja	hambatan	dalam	pelaksanaan	otonomi	daerah	di	Indonesia?		

2. Tujuan	Penelitian	
1. Untuk	menganalisis	pelaksanaan	otonomi	daerah	dalam	perspektif	Hukum	Tata	Negara.	

2. Untuk	 mengetahui	 hambatan	 yang	 terjadi	 dalam	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 di	

Indonesia.		

3. TINJAUAN	PUSTAKA	
1. Pengertian	Otonomi	Daerah	
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Otonomi	 daerah	 merupakan	 salah	 satu	 konsep	 penting	 dalam	 sistem	 pemerintahan	

Indonesia	 yang	 berkaitan	 dengan	 pembagian	 kewenangan	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	

pemerintah	daerah.	Secara	umum,	otonomi	daerah	dapat	diartikan	sebagai	hak,	wewenang,	dan	

kewajiban	daerah	otonom	untuk	mengatur	dan	mengurus	sendiri	urusan	pemerintahan	serta	

kepentingan	 masyarakat	 setempat	 sesuai	 dengan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	

berlaku.	Pengertian	tersebut	tercantum	dalam	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2014	tentang	

Pemerintahan	Daerah	yang	menjadi	dasar	hukum	pelaksanaan	otonomi	daerah	di	Indonesia.	

Otonomi	 daerah	 pada	 hakikatnya	 merupakan	 bentuk	 penerapan	 asas	 desentralisasi	

dalam	 negara	 kesatuan.	 Desentralisasi	 berarti	 penyerahan	 sebagian	 kewenangan	

pemerintahan	dari	pemerintah	pusat	kepada	pemerintah	daerah	agar	daerah	dapat	mengatur	

urusan	rumah	tangganya	sendiri.	Dalam	sistem	negara	kesatuan	seperti	Indonesia,	pemerintah	

pusat	tetap	memegang	kekuasaan	tertinggi,	namun	sebagian	urusan	pemerintahan	diserahkan	

kepada	daerah	untuk	menciptakan	pemerintahan	yang	lebih	efektif	dan	efisien.	Dengan	adanya	

desentralisasi,	 pemerintah	 daerah	 memiliki	 kesempatan	 untuk	 mengembangkan	 potensi	

daerah	dan	menyesuaikan	kebijakan	dengan	kebutuhan	masyarakat	setempat.	

Penerapan	 otonomi	 daerah	 bertujuan	 untuk	meningkatkan	 kesejahteraan	masyarakat	

melalui	 peningkatan	 pelayanan	 publik,	 pemberdayaan	 masyarakat,	 serta	 percepatan	

pembangunan	daerah.	Pemerintah	daerah	diberikan	kewenangan	untuk	mengelola	berbagai	

sektor	 seperti	 pendidikan,	 kesehatan,	 infrastruktur,	 ekonomi,	 dan	 pelayanan	 sosial	 lainnya	

sesuai	dengan	karakteristik	daerah	masing-masing.	Dengan	demikian,	kebijakan	yang	dibuat	

oleh	pemerintah	daerah	diharapkan	lebih	tepat	sasaran	karena	pemerintah	daerah	dianggap	

lebih	memahami	kondisi	dan	kebutuhan	masyarakatnya	dibandingkan	pemerintah	pusat.	

Selain	itu,	otonomi	daerah	juga	bertujuan	untuk	memperkuat	demokrasi	di	tingkat	lokal.	

Melalui	 otonomi	 daerah,	 masyarakat	 memiliki	 kesempatan	 yang	 lebih	 besar	 untuk	

berpartisipasi	 dalam	 proses	 pemerintahan	 dan	 pembangunan	 daerah.	 Partisipasi	 tersebut	

dapat	 diwujudkan	melalui	 pemilihan	 kepala	 daerah	 secara	 langsung,	 pengawasan	 terhadap	

kebijakan	 pemerintah	 daerah,	 serta	 keterlibatan	 masyarakat	 dalam	 perencanaan	

pembangunan	 daerah.	 Dengan	 adanya	 keterlibatan	 masyarakat,	 diharapkan	 tercipta	

pemerintahan	daerah	yang	lebih	transparan,	akuntabel,	dan	responsif	terhadap	kepentingan	

rakyat.	

Dalam	perspektif	Hukum	Tata	Negara,	 otonomi	daerah	merupakan	bagian	dari	 sistem	

ketatanegaraan	Indonesia	yang	diatur	dalam	konstitusi.	Pasal	18	Undang-Undang	Dasar	Negara	

Republik	 Indonesia	 Tahun	 1945	menegaskan	 bahwa	 negara	 Indonesia	membagi	 daerahnya	
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atas	daerah	provinsi,	kabupaten,	dan	kota	yang	masing-masing	memiliki	pemerintahan	daerah.	

Ketentuan	 tersebut	 menunjukkan	 bahwa	 keberadaan	 pemerintah	 daerah	 diakui	 secara	

konstitusional	 sebagai	 bagian	 dari	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 negara.	 Oleh	 karena	 itu,	

hubungan	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	 pemerintah	 daerah	 harus	 dilaksanakan	 secara	

seimbang	dan	harmonis	agar	tetap	menjaga	keutuhan	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia.	

Pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 di	 Indonesia	 mulai	 mengalami	 perkembangan	 yang	

signifikan	sejak	era	reformasi	tahun	1998.	Sebelum	reformasi,	sistem	pemerintahan	Indonesia	

cenderung	bersifat	sentralistik,	sehingga	sebagian	besar	kebijakan	ditentukan	oleh	pemerintah	

pusat.	Akibatnya,	daerah	memiliki	keterbatasan	dalam	mengelola	potensi	dan	menyelesaikan	

permasalahan	 daerahnya	 sendiri.	 Setelah	 reformasi,	 pemerintah	 menerapkan	 kebijakan	

desentralisasi	melalui	Undang-Undang	Nomor	22	Tahun	1999	tentang	Pemerintahan	Daerah	

yang	kemudian	diperbarui	dengan	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2014.	Kebijakan	tersebut	

memberikan	 kewenangan	 yang	 lebih	 luas	 kepada	 pemerintah	 daerah	 dalam	 menjalankan	

pemerintahan	dan	pembangunan	daerah.	

Walaupun	demikian,	pelaksanaan	otonomi	daerah	juga	menghadapi	berbagai	tantangan.	

Tidak	semua	daerah	memiliki	kemampuan	sumber	daya	manusia	dan	keuangan	yang	memadai	

untuk	melaksanakan	otonomi	secara	optimal.	Selain	itu,	masih	sering	terjadi	tumpang	tindih	

kewenangan	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	 pemerintah	 daerah	 yang	 menyebabkan	

ketidakjelasan	dalam	pelaksanaan	kebijakan.	Permasalahan	lain	yang	muncul	adalah	lemahnya	

pengawasan	terhadap	penyelenggaraan	pemerintahan	daerah	yang	dapat	memicu	terjadinya	

praktik	korupsi	dan	penyalahgunaan	wewenang	oleh	pejabat	daerah.	

Dengan	demikian,	otonomi	daerah	dapat	dipahami	sebagai	suatu	sistem	penyelenggaraan	

pemerintahan	yang	memberikan	kewenangan	kepada	daerah	untuk	mengatur	dan	mengurus	

kepentingannya	 sendiri	 dalam	 rangka	 meningkatkan	 kesejahteraan	 masyarakat	 dan	

memperkuat	 demokrasi	 lokal.	 Pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 harus	 tetap	 berada	 dalam	

kerangka	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia	dan	dilaksanakan	sesuai	dengan	prinsip-prinsip	

negara	hukum,	demokrasi,	serta	keadilan	sosial	bagi	seluruh	rakyat	Indonesia.	

2. Teori	Desentralisasi	
Desentralisasi	 merupakan	 salah	 satu	 konsep	 penting	 dalam	 sistem	 pemerintahan	

modern,	khususnya	dalam	negara	yang	memiliki	wilayah	luas	dan	keberagaman	sosial	seperti	

Indonesia.	 Secara	 umum,	 desentralisasi	 dapat	 diartikan	 sebagai	 penyerahan	 sebagian	

kewenangan	pemerintahan	dari	pemerintah	pusat	kepada	pemerintah	daerah	untuk	mengatur	

dan	mengurus	 urusan	 pemerintahan	 dalam	 kerangka	Negara	Kesatuan	Republik	 Indonesia.	
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Penyerahan	 kewenangan	 tersebut	 bertujuan	 agar	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 dapat	

berjalan	lebih	efektif,	efisien,	dan	mampu	menjangkau	kebutuhan	masyarakat	di	daerah	secara	

langsung.	

Dalam	 teori	 pemerintahan,	 desentralisasi	 dipandang	 sebagai	 upaya	 untuk	 membagi	

kekuasaan	 agar	 tidak	 terpusat	 pada	 pemerintah	 pusat	 saja.	 Dengan	 adanya	 pembagian	

kewenangan	 tersebut,	 pemerintah	 daerah	 memiliki	 keleluasaan	 dalam	membuat	 kebijakan	

yang	sesuai	dengan	kondisi	dan	kebutuhan	masyarakat	setempat.	Desentralisasi	juga	menjadi	

sarana	untuk	meningkatkan	partisipasi	masyarakat	dalam	pemerintahan,	karena	masyarakat	

daerah	 dapat	 lebih	mudah	menyampaikan	 aspirasi	 dan	mengawasi	 jalannya	 pemerintahan	

daerah.	

Menurut	 teori	 desentralisasi,	 pemerintah	 daerah	 dianggap	 lebih	 memahami	 kondisi	

sosial,	ekonomi,	budaya,	dan	geografis	daerahnya	dibandingkan	pemerintah	pusat.	Oleh	karena	

itu,	kebijakan	yang	dibuat	oleh	pemerintah	daerah	diharapkan	lebih	tepat	sasaran	dan	mampu	

memberikan	pelayanan	publik	yang	 lebih	baik	kepada	masyarakat.	 Selain	 itu,	desentralisasi	

juga	bertujuan	untuk	mempercepat	pembangunan	daerah	dengan	memberikan	kewenangan	

kepada	daerah	dalam	mengelola	sumber	daya	dan	potensi	yang	dimilikinya.	

Desentralisasi	memiliki	beberapa	bentuk,	antara	lain	desentralisasi	politik,	desentralisasi	

administratif,	 dan	 desentralisasi	 fiskal.	 Desentralisasi	 politik	 berkaitan	 dengan	 pemberian	

kewenangan	 kepada	 daerah	 untuk	 menentukan	 kebijakan	 politik	 di	 tingkat	 lokal,	 seperti	

pemilihan	 kepala	 daerah	 dan	 pembentukan	 peraturan	 daerah.	 Desentralisasi	 administratif	

berkaitan	 dengan	 pelimpahan	 kewenangan	 dalam	 penyelenggaraan	 administrasi	

pemerintahan	 dan	 pelayanan	 publik.	 Sementara	 itu,	 desentralisasi	 fiskal	 berkaitan	 dengan	

kewenangan	 daerah	 dalam	 mengelola	 keuangan	 daerah,	 termasuk	 pengelolaan	 anggaran	

pendapatan	dan	belanja	daerah.	

Dalam	 konteks	 Indonesia,	 penerapan	 desentralisasi	 mulai	 mengalami	 perkembangan	

yang	 signifikan	 sejak	 era	 reformasi	 tahun	 1998.	 Sebelum	 reformasi,	 sistem	 pemerintahan	

Indonesia	cenderung	bersifat	sentralistik	sehingga	sebagian	besar	kebijakan	dan	kewenangan	

berada	di	 tangan	pemerintah	pusat.	Kondisi	 tersebut	menyebabkan	daerah	kurang	memiliki	

kebebasan	 dalam	 mengelola	 kepentingannya	 sendiri.	 Setelah	 reformasi,	 pemerintah	

menerapkan	kebijakan	otonomi	daerah	melalui	Undang-Undang	Nomor	22	Tahun	1999	yang	

kemudian	diperbarui	dengan	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2014	tentang	Pemerintahan	

Daerah.	Kebijakan	 tersebut	memberikan	kewenangan	yang	 lebih	 luas	kepada	daerah	dalam	

mengatur	dan	mengurus	urusan	pemerintahan.	
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Meskipun	 demikian,	 pelaksanaan	 desentralisasi	 juga	menghadapi	 berbagai	 tantangan.	

Tidak	semua	daerah	memiliki	kemampuan	sumber	daya	manusia	dan	keuangan	yang	memadai	

untuk	melaksanakan	kewenangan	yang	diberikan.	Selain	itu,	masih	terdapat	tumpang	tindih	

kewenangan	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	 pemerintah	 daerah	 yang	 menimbulkan	

ketidakjelasan	 dalam	 pelaksanaan	 kebijakan.	 Oleh	 karena	 itu,	 pelaksanaan	 desentralisasi	

memerlukan	pengawasan	dan	koordinasi	yang	baik	agar	tetap	berjalan	sesuai	dengan	tujuan	

pembentukan	otonomi	daerah.	

3. Perspektif	Hukum	Tata	Negara	
Dalam	 perspektif	 Hukum	 Tata	 Negara,	 hubungan	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	

pemerintah	daerah	merupakan	bagian	penting	dari	sistem	ketatanegaraan	Indonesia.	Hukum	

Tata	 Negara	 mengatur	 struktur	 organisasi	 negara,	 pembagian	 kekuasaan,	 serta	 hubungan	

antara	 lembaga-lembaga	 negara,	 termasuk	 hubungan	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	 daerah.	

Pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 di	 Indonesia	memiliki	 dasar	 konstitusional	 yang	 diatur	 dalam	

Pasal	18	Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	Tahun	1945.	

Pasal	 tersebut	 menegaskan	 bahwa	 negara	 Indonesia	 dibagi	 atas	 daerah	 provinsi,	

kabupaten,	dan	kota	yang	masing-masing	memiliki	pemerintahan	daerah.	Pemerintah	daerah	

diberikan	kewenangan	untuk	mengatur	dan	mengurus	sendiri	urusan	pemerintahan	menurut	

asas	 otonomi	 dan	 tugas	 pembantuan.	 Ketentuan	 tersebut	menunjukkan	 bahwa	 keberadaan	

pemerintah	daerah	merupakan	bagian	dari	 sistem	pemerintahan	negara	yang	diakui	 secara	

konstitusional.	

Dalam	negara	kesatuan,	pemerintah	pusat	 tetap	memegang	kekuasaan	tertinggi	dalam	

penyelenggaraan	 pemerintahan.	 Oleh	 karena	 itu,	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 harus	 tetap	

berada	 dalam	 bingkai	 Negara	 Kesatuan	 Republik	 Indonesia	 dan	 tidak	 boleh	 bertentangan	

dengan	prinsip	 supremasi	konstitusi.	Pemerintah	daerah	 tidak	memiliki	 kedaulatan	 sendiri,	

melainkan	 hanya	 menerima	 pelimpahan	 kewenangan	 dari	 pemerintah	 pusat	 berdasarkan	

peraturan	perundang-undangan.	

Perspektif	Hukum	Tata	Negara	 juga	menekankan	pentingnya	keseimbangan	hubungan	

antara	 pemerintah	 pusat	 dan	 pemerintah	 daerah.	 Pemerintah	 pusat	 memiliki	 fungsi	

pengawasan	dan	pembinaan	terhadap	daerah	agar	pelaksanaan	otonomi	daerah	tetap	sesuai	

dengan	tujuan	negara	dan	prinsip	negara	hukum.	Sementara	itu,	pemerintah	daerah	diberikan	

kebebasan	 untuk	 mengelola	 urusan	 pemerintahan	 daerah	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	

masyarakat	setempat.	
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Selain	 itu,	pelaksanaan	otonomi	daerah	 juga	harus	memperhatikan	prinsip	demokrasi,	

keadilan,	 dan	 pemerataan	 pembangunan.	 Pemerintah	 daerah	 dituntut	 untuk	

menyelenggarakan	pemerintahan	yang	transparan,	akuntabel,	dan	bertanggung	jawab	kepada	

masyarakat.	 Dengan	 demikian,	 otonomi	 daerah	 tidak	 hanya	 bertujuan	 memberikan	

kewenangan	kepada	daerah,	tetapi	 juga	untuk	mewujudkan	pemerintahan	yang	efektif	serta	

meningkatkan	 kesejahteraan	 masyarakat	 dalam	 kerangka	 Negara	 Kesatuan	 Republik	

Indonesia.	

B. METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 penelitian	 hukum	 normatif.	 Penelitian	 hukum	

normatif	merupakan	penelitian	yang	dilakukan	dengan	cara	menelaah	norma-norma	hukum	

yang	terdapat	dalam	peraturan	perundang-undangan,	doktrin	hukum,	asas-asas	hukum,	serta	

berbagai	 literatur	yang	berkaitan	dengan	permasalahan	yang	diteliti.	Penelitian	 ini	berfokus	

pada	 kajian	 terhadap	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 dalam	 perspektif	 Hukum	 Tata	 Negara	

berdasarkan	ketentuan	hukum	yang	berlaku	di	Indonesia.	Melalui	penelitian	hukum	normatif,	

penulis	berupaya	menganalisis	bagaimana	pengaturan	mengenai	otonomi	daerah	diterapkan	

dalam	 sistem	 ketatanegaraan	 Indonesia	 serta	 mengidentifikasi	 berbagai	 hambatan	 yang	

muncul	dalam	pelaksanaannya.	

Pendekatan	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 pendekatan	 perundang-

undangan	(statute	approach)	dan	pendekatan	konseptual	(conceptual	approach).	Pendekatan	

perundang-undangan	dilakukan	dengan	menelaah	berbagai	peraturan	perundang-undangan	

yang	berkaitan	dengan	pelaksanaan	otonomi	daerah,	khususnya	Undang-Undang	Dasar	Negara	

Republik	 Indonesia	 Tahun	 1945	 dan	 Undang-Undang	 Nomor	 23	 Tahun	 2014	 tentang	

Pemerintahan	Daerah.	Pendekatan	ini	digunakan	untuk	memahami	dasar	hukum,	pembagian	

kewenangan,	serta	hubungan	antara	pemerintah	pusat	dan	pemerintah	daerah	dalam	sistem	

ketatanegaraan	Indonesia.	

Sementara	itu,	pendekatan	konseptual	dilakukan	dengan	mengkaji	konsep-konsep,	teori,	

serta	pendapat	para	ahli	hukum	yang	berkaitan	dengan	desentralisasi,	otonomi	daerah,	dan	

Hukum	 Tata	 Negara.	 Pendekatan	 ini	 bertujuan	 untuk	 memperoleh	 pemahaman	 yang	 lebih	

mendalam	 mengenai	 prinsip-prinsip	 otonomi	 daerah	 dan	 penerapannya	 dalam	 negara	

kesatuan.	 Dengan	 menggunakan	 pendekatan	 konseptual,	 penelitian	 ini	 diharapkan	 mampu	

memberikan	analisis	yang	 lebih	komprehensif	 terhadap	pelaksanaan	otonomi	daerah	dalam	

perspektif	Hukum	Tata	Negara.	
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Sumber	bahan	hukum	dalam	penelitian	ini	terdiri	atas	bahan	hukum	primer	dan	bahan	

hukum	 sekunder.	 Bahan	 hukum	 primer	merupakan	 bahan	 hukum	 yang	memiliki	 kekuatan	

mengikat	secara	langsung,	yaitu:	

1. Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	Tahun	1945;		

2. Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2014	tentang	Pemerintahan	Daerah;		

3. Peraturan	perundang-undangan	lain	yang	berkaitan	dengan	pemerintahan	daerah	dan	

desentralisasi.		

Selain	bahan	hukum	primer,	penelitian	 ini	 juga	menggunakan	bahan	hukum	sekunder	

yang	 berfungsi	 memberikan	 penjelasan	 terhadap	 bahan	 hukum	 primer.	 Bahan	 hukum	

sekunder	tersebut	meliputi:	

1. Buku-buku	Hukum	Tata	Negara;		

2. Buku	tentang	pemerintahan	daerah	dan	desentralisasi;		

3. Jurnal	ilmiah;		

4. Artikel	hukum;		

5. Hasil	penelitian	terdahulu;		

6. Pendapat	para	ahli	hukum	yang	relevan	dengan	topik	penelitian.		

Teknik	 pengumpulan	 bahan	 hukum	 dilakukan	 melalui	 studi	 kepustakaan	 (library	

research),	 yaitu	 dengan	 cara	mengumpulkan,	membaca,	 dan	mempelajari	 berbagai	 literatur	

yang	 berkaitan	 dengan	pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 dalam	perspektif	Hukum	Tata	Negara.	

Studi	 kepustakaan	 dilakukan	 untuk	 memperoleh	 data	 dan	 informasi	 yang	 relevan	 guna	

mendukung	 analisis	 dalam	 penelitian	 ini.	 Seluruh	 bahan	 hukum	 yang	 diperoleh	 kemudian	

disusun	secara	sistematis	sesuai	dengan	pokok	permasalahan	yang	dibahas.	

Teknik	 analisis	 bahan	 hukum	 dalam	 penelitian	 ini	 dilakukan	 secara	 kualitatif	 dengan	

metode	deskriptif	analitis.	Analisis	kualitatif	dilakukan	dengan	menafsirkan	dan	menguraikan	

berbagai	ketentuan	hukum	serta	 teori	 yang	berkaitan	dengan	pelaksanaan	otonomi	daerah.	

Metode	 deskriptif	 analitis	 digunakan	 untuk	 menggambarkan	 secara	 jelas	 mengenai	

pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 di	 Indonesia	 serta	 menganalisis	 berbagai	 permasalahan	 yang	

muncul	 dalam	 praktik	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 daerah.	 Hasil	 analisis	 tersebut	

kemudian	digunakan	untuk	menarik	kesimpulan	mengenai	pelaksanaan	otonomi	daerah	dalam	

perspektif	 Hukum	 Tata	 Negara	 serta	 memberikan	 gambaran	 mengenai	 upaya	 yang	 dapat	

dilakukan	untuk	meningkatkan	efektivitas	penyelenggaraan	otonomi	daerah	di	Indonesia.	

C.							HASIL	DAN	PEMBAHASAN	
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A.	Pelaksanaan	Otonomi	Daerah	dalam	Perspektif	Hukum	Tata	Negara	

Kenakalan	 Pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 di	 Indonesia	 merupakan	 salah	 satu	 bentuk	

implementasi	 asas	 desentralisasi	 dalam	 sistem	 pemerintahan	 negara	 kesatuan.	 Otonomi	

daerah	bertujuan	memberikan	kewenangan	kepada	pemerintah	daerah	untuk	mengatur	dan	

mengurus	sendiri	urusan	pemerintahan	serta	kepentingan	masyarakat	setempat	sesuai	dengan	

peraturan	 perundang-undangan.	 Dalam	 sistem	 ketatanegaraan	 Indonesia,	 pelaksanaan	

otonomi	 daerah	 menjadi	 instrumen	 penting	 untuk	 mewujudkan	 pemerintahan	 yang	

demokratis,	efektif,	dan	mampu	meningkatkan	kesejahteraan	masyarakat.	

Dasar	konstitusional	pelaksanaan	otonomi	daerah	diatur	dalam	Pasal	18	Undang-Undang	

Dasar	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	 1945.	 Pasal	 tersebut	 menegaskan	 bahwa	 negara	

Indonesia	 dibagi	 atas	 daerah	 provinsi,	 kabupaten,	 dan	 kota	 yang	 masing-masing	 memiliki	

pemerintahan	 daerah.	 Pemerintah	 daerah	 diberikan	 kewenangan	 untuk	 mengatur	 dan	

mengurus	 sendiri	 urusan	 pemerintahan	 menurut	 asas	 otonomi	 dan	 tugas	 pembantuan.	

Ketentuan	 tersebut	 menunjukkan	 bahwa	 konstitusi	 memberikan	 pengakuan	 terhadap	

keberadaan	 pemerintah	 daerah	 sebagai	 bagian	 dari	 struktur	 pemerintahan	 nasional	 dalam	

kerangka	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia.	

Dalam	perspektif	Hukum	Tata	Negara,	 otonomi	daerah	merupakan	bentuk	pembagian	

kekuasaan	 secara	 vertikal	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	 pemerintah	 daerah.	 Pembagian	

kewenangan	 tersebut	 dilakukan	 agar	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 dapat	 berjalan	 lebih	

efektif	dan	efisien.	Pemerintah	pusat	tidak	lagi	memegang	seluruh	kewenangan	pemerintahan	

secara	terpusat,	melainkan	sebagian	kewenangan	diserahkan	kepada	pemerintah	daerah	untuk	

mengatur	urusan	yang	berkaitan	langsung	dengan	kepentingan	masyarakat	di	daerah.	Dengan	

demikian,	 pemerintah	 daerah	memiliki	 ruang	 yang	 lebih	 luas	 untuk	menentukan	 kebijakan	

pembangunan	sesuai	dengan	kondisi	dan	kebutuhan	daerah	masing-masing.	

Pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 di	 Indonesia	 mengalami	 perkembangan	 yang	 cukup	

signifikan	sejak	era	reformasi	tahun	1998.	Sebelum	reformasi,	sistem	pemerintahan	Indonesia	

cenderung	 bersifat	 sentralistik	 sehingga	 pemerintah	 pusat	 memiliki	 dominasi	 yang	 sangat	

besar	 dalam	 pengambilan	 kebijakan.	 Akibatnya,	 pemerintah	 daerah	 memiliki	 keterbatasan	

dalam	 mengelola	 urusan	 daerahnya	 sendiri.	 Setelah	 reformasi,	 pemerintah	 menerapkan	

kebijakan	desentralisasi	melalui	Undang-Undang	Nomor	22	Tahun	1999	tentang	Pemerintahan	

Daerah	 yang	 kemudian	 diperbarui	 dengan	 Undang-Undang	Nomor	 23	 Tahun	 2014	 tentang	

Pemerintahan	Daerah.	Melalui	kebijakan	tersebut,	pemerintah	daerah	diberikan	kewenangan	

yang	lebih	luas	dalam	menyelenggarakan	pemerintahan	dan	pembangunan	daerah.	
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Pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 memberikan	 berbagai	 dampak	 positif	 terhadap	

pembangunan	daerah	dan	kehidupan	masyarakat.	Salah	satu	dampak	positif	tersebut	adalah	

meningkatnya	 partisipasi	 masyarakat	 dalam	 proses	 pemerintahan.	 Masyarakat	 daerah	

memiliki	 kesempatan	 yang	 lebih	 besar	 untuk	menyampaikan	 aspirasi	 dan	 ikut	 serta	 dalam	

proses	pengambilan	kebijakan	daerah.	Selain	itu,	otonomi	daerah	juga	mendorong	percepatan	

pembangunan	 infrastruktur	dan	peningkatan	kualitas	 pelayanan	publik,	 karena	pemerintah	

daerah	dapat	secara	langsung	menentukan	prioritas	pembangunan	sesuai	dengan	kebutuhan	

masyarakat	setempat.	

Di	 bidang	 ekonomi,	 otonomi	 daerah	 memberikan	 kesempatan	 kepada	 daerah	 untuk	

mengelola	 potensi	 sumber	 daya	 alam	 dan	 sumber	 daya	 manusia	 yang	 dimiliki	 guna	

meningkatkan	 pendapatan	 daerah.	 Pemerintah	 daerah	 dapat	 mengembangkan	 kebijakan	

ekonomi	 yang	 sesuai	 dengan	 karakteristik	 daerahnya	 masing-masing	 sehingga	 mampu	

meningkatkan	pertumbuhan	ekonomi	dan	kesejahteraan	masyarakat.	Dalam	bidang	pelayanan	

publik,	pemerintah	daerah	juga	memiliki	kewenangan	untuk	meningkatkan	kualitas	pelayanan	

di	sektor	pendidikan,	kesehatan,	administrasi	kependudukan,	dan	pelayanan	sosial	lainnya.	

Meskipun	demikian,	pelaksanaan	otonomi	daerah	juga	menimbulkan	berbagai	persoalan	

dalam	 praktik	 penyelenggaraan	 pemerintahan.	 Salah	 satu	 permasalahan	 utama	 adalah	

terjadinya	 tumpang	 tindih	 kewenangan	 antara	 pemerintah	 pusat	 dan	 pemerintah	 daerah.	

Ketidakjelasan	pembagian	kewenangan	tersebut	sering	menyebabkan	konflik	kebijakan	dalam	

berbagai	 sektor	 pemerintahan,	 seperti	 pengelolaan	 sumber	 daya	 alam,	 pendidikan,	 dan	

perizinan	 investasi.	 Kondisi	 tersebut	 menunjukkan	 bahwa	 harmonisasi	 regulasi	 antara	

pemerintah	pusat	dan	daerah	masih	perlu	diperbaiki	agar	pelaksanaan	otonomi	daerah	dapat	

berjalan	secara	efektif.	

Selain	itu,	pelaksanaan	otonomi	daerah	juga	dihadapkan	pada	permasalahan	lemahnya	

pengawasan	 terhadap	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 daerah.	 Dalam	 beberapa	 kasus,	

kewenangan	 yang	 luas	 yang	 dimiliki	 pemerintah	 daerah	 justru	 disalahgunakan	 untuk	

kepentingan	 pribadi	 atau	 kelompok	 tertentu.	 Hal	 tersebut	 dapat	 dilihat	 dari	meningkatnya	

kasus	korupsi	yang	melibatkan	kepala	daerah	dan	pejabat	daerah.	Lemahnya	pengawasan	serta	

rendahnya	transparansi	dalam	pengelolaan	keuangan	daerah	menjadi	faktor	yang	mendorong	

terjadinya	penyalahgunaan	wewenang	dalam	pemerintahan	daerah.	

B.	Hambatan	dalam	Pelaksanaan	Otonomi	Daerah	

Pelaksanaan	otonomi	daerah	di	 Indonesia	masih	menghadapi	berbagai	hambatan	yang	

memengaruhi	 efektivitas	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 daerah.	 Hambatan	 tersebut	 dapat	
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berasal	 dari	 aspek	 regulasi,	 sumber	 daya	manusia,	 pengawasan,	maupun	 kondisi	 keuangan	

daerah.	Berbagai	hambatan	tersebut	menunjukkan	bahwa	pelaksanaan	otonomi	daerah	belum	

sepenuhnya	berjalan	sesuai	dengan	tujuan	pembentukannya.	

1.	Faktor	Regulasi	

Salah	 satu	 hambatan	 utama	 dalam	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 adalah	

ketidakharmonisan	peraturan	perundang-undangan	antara	pemerintah	pusat	dan	pemerintah	

daerah.	Dalam	praktiknya,	masih	terdapat	peraturan	yang	tumpang	tindih	dan	menimbulkan	

ketidakjelasan	dalam	pembagian	kewenangan.	Akibatnya,	sering	terjadi	perbedaan	penafsiran	

antara	 pemerintah	 pusat	 dan	 daerah	 terkait	 pelaksanaan	 suatu	 kebijakan.	 Kondisi	 tersebut	

dapat	menghambat	 efektivitas	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 serta	memperlambat	 proses	

pembangunan	daerah.	

Selain	itu,	perubahan	regulasi	yang	terlalu	sering	juga	menyebabkan	pemerintah	daerah	

mengalami	kesulitan	dalam	menyesuaikan	kebijakan	daerah.	Pemerintah	daerah	harus	terus	

menyesuaikan	 peraturan	 daerah	 dengan	 kebijakan	 pemerintah	 pusat	 sehingga	 pelaksanaan	

program	pembangunan	sering	mengalami	hambatan	administratif.	

2.	Faktor	Sumber	Daya	Manusia	

Kualitas	 sumber	 daya	 manusia	 aparatur	 pemerintah	 daerah	 juga	 menjadi	 hambatan	

dalam	pelaksanaan	otonomi	daerah.	Tidak	semua	daerah	memiliki	aparatur	yang	kompeten	

dan	 profesional	 dalam	menjalankan	 tugas	 pemerintahan.	 Keterbatasan	 kemampuan	 teknis,	

administrasi,	 dan	 manajerial	 menyebabkan	 pelayanan	 publik	 di	 beberapa	 daerah	 belum	

berjalan	secara	optimal.	

Selain	 itu,	 masih	 terdapat	 praktik	 nepotisme	 dan	 pengangkatan	 pejabat	 yang	 tidak	

berdasarkan	 kompetensi.	 Kondisi	 tersebut	menyebabkan	 kualitas	 birokrasi	 daerah	menjadi	

kurang	 efektif	 dalam	menjalankan	 fungsi	 pemerintahan	 dan	 pelayanan	 kepada	masyarakat.	

Oleh	karena	itu,	peningkatan	kualitas	sumber	daya	manusia	melalui	pendidikan	dan	pelatihan	

menjadi	hal	yang	sangat	penting	dalam	mendukung	keberhasilan	pelaksanaan	otonomi	daerah.	

3.	Faktor	Pengawasan	

Lemahnya	sistem	pengawasan	terhadap	penyelenggaraan	pemerintahan	daerah	menjadi	

salah	 satu	 faktor	 yang	 menyebabkan	 terjadinya	 penyalahgunaan	 wewenang	 dan	 praktik	

korupsi	 di	 daerah.	 Pengawasan	 yang	 kurang	 efektif	 terhadap	 penggunaan	 anggaran	 daerah	

menyebabkan	 munculnya	 berbagai	 kasus	 korupsi	 yang	 melibatkan	 kepala	 daerah	 maupun	

pejabat	daerah	lainnya.	
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Selain	 pengawasan	 internal,	 partisipasi	 masyarakat	 dalam	 mengawasi	 jalannya	

pemerintahan	 daerah	 juga	 masih	 relatif	 rendah.	 Padahal,	 keterlibatan	 masyarakat	 sangat	

penting	 untuk	menciptakan	 pemerintahan	 yang	 transparan	 dan	 akuntabel.	 Oleh	 karena	 itu,	

diperlukan	penguatan	sistem	pengawasan	baik	dari	lembaga	pemerintah	maupun	masyarakat	

guna	mencegah	terjadinya	penyalahgunaan	kewenangan	dalam	pelaksanaan	otonomi	daerah.	

4.	Faktor	Keuangan	Daerah	

Hambatan	 lain	 dalam	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 adalah	 keterbatasan	 kemampuan	

keuangan	daerah.	Tidak	semua	daerah	memiliki	sumber	pendapatan	asli	daerah	yang	memadai	

untuk	membiayai	 kebutuhan	pembangunan	dan	penyelenggaraan	pemerintahan.	Akibatnya,	

banyak	daerah	masih	bergantung	pada	dana	transfer	dari	pemerintah	pusat.	

Ketergantungan	tersebut	menunjukkan	bahwa	kemandirian	daerah	dalam	pelaksanaan	

otonomi	belum	sepenuhnya	tercapai.	Daerah	yang	memiliki	potensi	ekonomi	besar	cenderung	

lebih	mampu	berkembang	dibandingkan	daerah	yang	memiliki	sumber	daya	terbatas.	Kondisi	

ini	menyebabkan	terjadinya	ketimpangan	pembangunan	antar	daerah	di	Indonesia.	

Dalam	perspektif	Hukum	Tata	Negara,	berbagai	hambatan	tersebut	menunjukkan	bahwa	

pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 masih	 memerlukan	 pembenahan	 agar	 sesuai	 dengan	 prinsip	

negara	hukum,	demokrasi,	 dan	good	governance.	Pemerintah	pusat	dan	pemerintah	daerah	

perlu	 membangun	 hubungan	 yang	 harmonis	 serta	 meningkatkan	 koordinasi	 dalam	

penyelenggaraan	 pemerintahan.	 Selain	 itu,	 diperlukan	 penguatan	 sistem	 pengawasan,	

peningkatan	 kualitas	 sumber	 daya	 manusia,	 dan	 pengelolaan	 keuangan	 daerah	 yang	

transparan	 agar	 tujuan	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 untuk	 meningkatkan	 kesejahteraan	

masyarakat	dapat	tercapai	secara	optimal.	

D. KESIMPULAN	

Pelaksanaan	otonomi	daerah	di	Indonesia	merupakan	implementasi	asas	desentralisasi	

yang	 bertujuan	 memberikan	 kewenangan	 kepada	 pemerintah	 daerah	 untuk	 mengatur	 dan	

mengurus	 sendiri	 urusan	 pemerintahan	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 peraturan	 perundang-

undangan.	 Dalam	 perspektif	 Hukum	 Tata	 Negara,	 otonomi	 daerah	 memiliki	 dasar	

konstitusional	yang	diatur	dalam	Pasal	18	Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	

Tahun	 1945.	 Keberadaan	 otonomi	 daerah	 menunjukkan	 adanya	 pembagian	 kewenangan	

antara	 pemerintah	pusat	 dan	pemerintah	daerah	dalam	 rangka	mewujudkan	pemerintahan	

yang	demokratis,	efektif,	dan	mampu	meningkatkan	kesejahteraan	masyarakat.	
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Pelaksanaan	otonomi	daerah	memberikan	berbagai	dampak	positif	bagi	pembangunan	

daerah,	seperti	meningkatnya	partisipasi	masyarakat	dalam	proses	pemerintahan,	percepatan	

pembangunan	infrastruktur,	serta	peningkatan	kualitas	pelayanan	publik.	Pemerintah	daerah	

juga	memiliki	keleluasaan	dalam	mengembangkan	potensi	daerah	dan	menentukan	kebijakan	

pembangunan	yang	sesuai	dengan	kondisi	serta	kebutuhan	masyarakat	setempat.	

Namun	demikian,	pelaksanaan	otonomi	daerah	masih	menghadapi	berbagai	hambatan	

dan	 permasalahan.	 Hambatan	 tersebut	 meliputi	 ketidakharmonisan	 regulasi	 antara	

pemerintah	pusat	dan	pemerintah	daerah,	rendahnya	kualitas	sumber	daya	manusia	aparatur	

daerah,	lemahnya	sistem	pengawasan	terhadap	penyelenggaraan	pemerintahan	daerah,	serta	

keterbatasan	 kemampuan	 keuangan	 daerah.	 Berbagai	 hambatan	 tersebut	 menyebabkan	

pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 belum	 berjalan	 secara	 optimal	 dan	 masih	 memerlukan	

pembenahan	dalam	berbagai	aspek.	

Oleh	 karena	 itu,	 diperlukan	 upaya	 untuk	 memperkuat	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	

melalui	 harmonisasi	 peraturan	 perundang-undangan,	 peningkatan	 kualitas	 sumber	 daya	

manusia	 aparatur	 pemerintah	 daerah,	 penguatan	 sistem	 pengawasan,	 serta	 peningkatan	

kemandirian	 keuangan	 daerah.	 Dengan	 adanya	 perbaikan	 tersebut,	 pelaksanaan	 otonomi	

daerah	diharapkan	dapat	berjalan	sesuai	dengan	prinsip	negara	hukum,	demokrasi,	dan	good	

governance	 sehingga	 tujuan	 utama	 otonomi	 daerah	 untuk	 meningkatkan	 kesejahteraan	

masyarakat	dapat	tercapai	secara	maksimal.	
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